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Abstract
Received: 7 Januari 2024 Basically, the discussion regarding the meaning of tax for street vendors
Revised: 13 Januari 2024  begins with a case related to the enforcement by Satpol PP of street

Accepted: 30 Januari 2024  vendors, where this incident shows that there needs to be more in-depth
attention regarding street vendors. Normative legal research, which is
also called doctrinal legal research, in this case the law is used as written
statutory regulations or as norms that become a reference for human
behavior. The purpose of writing is so that readers can understand the
study regarding street tax. To the formation of national gross domestic
product and also exports, this business group has a contribution that is
quite visible and can also be said to be significant. Basically, MSMEs
are able to absorb 52% of investment value and their total GDP
contribution is 50%, even regarding labor absorption it reaches 96%.
Regarding the control of street vendors carried out by the state, it is clear
that the regional taxes and levies sector is quite influential and influences
state revenues.
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PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembahasan terkait pemaknaan pajak bagi pedagang kaki
lima ini diawali dengan kasus terkait dengan penertiban oleh satpol PP terhadap
pedagang kaki lima yang mana kejadian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya
perhatian yang lebih mendalam terkait dengan para pedagang kaki lima. Seorang
pedagang kaki lima mengatakan bahwa dirinya juga membayar pajak sebagaimana
warga negara yang lainnya. Dalam beberapa wilayah terkait dengan penertiban
yang dilakukan satpol PP sangatlah memperhatikan dan banyak yang tidak
manusiawi terkait penertiban alokasi pedagang kaki lima. Saat pedagang kalimat
tersebut mengatakan bahwa mereka dalam berjualan juga membayar pajak seperti
warga negara yang lain kalimat tersebut adalah bentuk reaksi kekecewaan dari para
pedagang. Oleh karena itu terkait dengan kewajiban membayar pajak bagi
pedagang kaki lima dan interpretasi terkait pajak ini menjadi memiliki makna yang
negatif. Pada dasarnya peran dari UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini
memiliki peran yang cukup tinggi atau bisa disebutkan bahwa kontribusinya cukup
maksimal terkait dengan merebaknya kewajiban membayar pajak hal ini ditinjau
dari statistika pada kementerian negara koperasi usaha mikro. Terhadap
pembentukan produk domestik bruto nasional dan juga ekspor kelompok usaha ini
memiliki kontribusi yang cukup terlihat dan juga bisa dikatakan signifikan. Pada
dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52% dan total kontribusi
PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja mencapai angka 96%.
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Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh negara
tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi daerah itu cukup
berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini merupakan upaya
mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan retribusi karena tahun ke
tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi pada porsi perdagangan
kaki lima. Dan tulisan ini menjadi cukup menarik untuk membahas korelasi antara
pajak dan retribusi dengan kewajiban pajak pedagang kaki lima karena banyak
sekali penafsiran yang cukup perlu dipertanyakan terkait dengan wajib pajak bagi
pedagang kaki lima. pada dasarnya dari data yang ada terkait dengan kenaikan
penerimaan wajib pajak itu tidak seimbang dengan merebaknya UMKM di
Indonesia. Terkait dengan tingkat pendidikan pengetahuan tentang pajak apalagi
membuat laporan keuangan bagi pedagang kaki lima hal ini tentu hal yang banyak
pedagang yang tidak tahu karena pedagang kaki lima ini identik dengan
keterbatasan dan juga kesederhanaan.

Oleh karena itu ini berpengaruh terhadap implikasinya bagi pembangunan
karena ini juga ada korelasi terkait dengan interpretasi pedagang kaki lima terkait
dengan retribusi dan pajak. Menjadi fenomena negatif apabila para pedagang kaki
lima ini mengartikan ataupun menginterpretasikan salah terkait dengan pajak dan
retribusi hal ini tentu akan sangat berdampak bagi keuangan negara atau sumber
pendapatan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih
lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait
dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak
masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa
sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya
penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara
mereka dalam memaknai pajak. Oleh karena itu hasil dari pernyataan ini agar
nantinya parah pedagang kaki lima dapat lebih tahu lebih jauh terkait dengan
pemaknaan pajak bahwa pajak ini sebenarnya merupakan peningkatan devisa
negara serta artinya akan dapat menambah wawasan pedagang kaki lima terkait
dengan retribusi dan juga pajak selain itu agar pemerintah juga dapat
mempertimbangkan kebijakan dengan bijaksana terkait dengan penertiban
perdagangan kaki lima (Anggraeni, P. (2022).

METODE

Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum
doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan
tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku.
Fokus penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini diterapkan dengan
meyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori
sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Lokasi penelitian
adalah hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. penelitian
hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaknakan dengan studi kepustakaan.

Tulisan ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis
alternatif adapun terkait pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah mengkaji terkait dengan isu
hukum dengan beberapa literatur bisa buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan topik karena pada dasarnya penelitian ini sering disebut dengan penelitian
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doktrinal. Terkait bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum
primer dan sekunder terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan penis
adalah buku dan jurnal dan bahan hukum sekundernya adalah beberapa artikel
berita dari internet.

HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

Suatu rangkaian mengasah budaya malu merupakan tipe definition lain
terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi yang disampaikan oleh beberapa
pedagang kaki lima. Beberapa pedagang kaki lima setiap bulannya itu banyak yang
dikenakan pajak dan retribusi ini dan semua kewajiban itu mereka lakukan kepada
pemerintah akan tetapi banyak pedagang kaki lima yang memakai hal ini karena
apabila mereka tidak membayar mereka merasa malu tentu hal ini jelas adalah
pemahaman atau pemaknaan yang salah terkait dengan pajak dan retribusi.
Beberapa pedagang kaki lima merasa malu kepada diri sendiri dan juga bisa juga
beberapa merasa malu kepada pemerintah apabila mereka tidak membayar pajak
karena pada dasarnya mereka itu merasa belum mereka berutak Budi kepada
pemerintah karena mereka itu telah diberikan tempat usaha yang layak oleh
pemerintah jadi itulah pemaknaan pajak oleh beberapa pedagang kaki lima yang
melakukan usaha mikro kecil menengah. Setelah melakukan beberapa research
dalam beberapa literatur penulis menemukan bahwa bukan merasa jera atau takut
terkait pembayaran pajak akan tetapi banyak pedagang kaki lima yang dasarnya
adalah jika tidak membayar hal itu menurut beberapa informan yang penulis
temukan dalam beberapa artikel berita yang menunjang penelitian ini (Giovanni, S.
(2023).

Bahkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menulis
artikel ini bahwa beberapa pedagang kaki lima itu masih tidak paham terkait dengan
hukum perpajakan karena mereka tidak mengenal lebih jauh terkait dengan aturan-
aturan pajak aturan-aturan retribusi apa sebenarnya fungsi retribusi bagi mereka
bagaimana dampak retribusi dan pajak ini bagi mereka dan apa peran retribusi dan
pajak ini bagi negara dan pemerintahan. Bahkan dengan sangat polos yang beberapa
pedagang kaki lima ini memaknai pajak dan retribusi adalah suatu hal yang apabila
tidak dilakukan mereka menyalahi aturan agamanya hal ini tentu sebuah pemisahan
yang salah kenapa di dasarnya terkait dengan retribusi ini bersinggungan dengan
hukum yakni undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan
juga undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan. memaknai tentang beberapa peraturan perundang-undangan terkait
perpajakan tersebut jelas bahwa banyak masyarakat awam dalam hal ini adalah
pedagang kaki lima yang sangat tidak mengerti terkait dengan hal ini dan
pemaksaannya menjadi salah arti (Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020).

Pada dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52% dan
total kontribusi PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja
mencapai angka 96%. Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang
dilakukan oleh negara tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi
daerah itu cukup berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini
merupakan upaya mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan
retribusi karena tahun ke tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi
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pada porsi perdagangan kaki lima. Dan tulisan ini menjadi cukup menarik untuk
membahas korelasi antara pajak dan retribusi dengan kewajiban pajak pedagang
kaki lima karena banyak sekali penafsiran yang cukup perlu dipertanyakan terkait
dengan wajib pajak bagi pedagang kaki lima. pada dasarnya dari data yang ada
terkait dengan kenaikan penerimaan wajib pajak itu tidak seimbang dengan
merebaknya UMKM di Indonesia.

Bahkan beberapa pedagang kaki lima menyatakan bahwa membayar
retribusi dan pajaknya adalah suatu kebahagiaan di esok hari karena mereka
beranggapan bahwa apabila dengan membaca mereka akan mendapatkan
kebahagiaan dan beberapa keuntungan dari negara yang akan mereka peroleh
karena mereka berpikir bahwa dengan membayar pajak akan memberikan
kenikmatan bekerja dan ketenangan padahal fungsi pajak sendiri adalah untuk
sumber devisa negara dimana dengan pajak dan retribusi ini pemerintah dapat
menggerakkan roda pembangunan di negeri salah satunya adalah dengan
memungut beberapa pajak penghasilan dari usaha menengah seperti pedagang kaki
lima akan tetapi tidak ada satupun dan kaki lima yang bisa memaknai penarikan
pajak itu adalah sebagai sumber devisa negara banyak mereka yang lebih paham
terkait dengan aspek sosial ataupun dengan aspek agama. Pada dasarnya walaupun
kebanyakan pedagang kaki lima tidak paham paham terkait dengan fungsi daripada
dan retribusi tetapi ada beberapa juga diantara mereka yang tahu bahwa apabila
patuh dan tujuh pada aturan hukum terkait dengan pembayaran pajak ini maka
mereka tidak akan kehilangan beberapa private yang mereka peroleh dari negara
dan keluarganya. Mereka menganggap bahwa apabila membayar pajak resmi
kepada pemerintah ini mereka akan bekerja secara terus-menerus dan mereka dapat
menghasilkan penghasilan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan
tenang tanpa ada yang mengganggu ataupun dalam konteks hukum adalah
memberikan sanksi kepada mereka baik itu saja administratif ataupun sanksi
lainnya (Darang, Y & Mukoffi, A. (2021).

Dengan adanya perkembangan globalisasi maka terkait sektor ekonomi
makro membuat kebijakan pemerintah seiring dengan berjalannya waktu
menertibkan beberapa persoalan terkait dengan perdagangan kaki lima yang
konteksnya di sini adalah menganggap bahwa terkait dengan hal tersebut kurang
penting. Beberapa kebijakan pemerintah justru hanya berfokus kepada keindahan
kota Dan menganggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat memperburuk kota atau
tidak menciptakan atau mencerminkan estetika pada kota. Beberapa pemerintah
kurang respon keadaan para pedagang kaki lima padahal para pedagang kaki lima
ini mengaku bahwa mereka membayar pajak dan retribusi seperti dengan UMKM
yang lainnya akan tetapi mereka merasa bahwa keberadaan mereka ini tidak
dianggap oleh pemerintah bahkan ketika ada penertiban oleh satpol PP mereka
merasa bahwa mereka itu adalah kriminal mereka adalah sampah sosial padahal
partisipasi para pedagang kaki lima terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi
ini juga seharusnya merupakan bukti bahwa mereka telah berperan Andi dalam
membangun negeri dalam meningkatkan devisa negara yang nantinya akan diolah
kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.

Penarikan pajak dan retribusi oleh pemerintah adalah bukti keseluruhan
pemerintah menantang membudidayakan para pedagang kaki lima beberapa
pedagang hemat menganggap hal itu bahwa mereka menganggap bahwa dengan
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adanya pajak dan retribusi ini mereka dapat terhindar dari stigma negatif yang telah
di melekat pada diri seorang pedagang kaki lima banyak diantara mereka yang
mengapresiasi hal tersebut dengan langkah positif karena dengan ditariknya pajak
dan retribusi kepada pedagang kaki lima bagi keberadaan mereka dianggap dan
mereka tidak dianggap sebagai sampah sosial apalagi beberapa penertiban yang
tidak memperlakukan mereka dengan manusia (Yusdita, E. E. (2015).

Pada dasarnya penarikan pajak dan retribusi ini memotivasi pemerintah
untuk memberikan pemahaman atau untuk memajukan dana sejahterakan PKL hal
ini harus didorong dan harus dibantu oleh kontribusi masyarakat Indonesia baik itu
pemerintah itu sendiri baik itu pada tahap 5 ataupun beberapa oknum yang terlibat
dalam pengelolaan pajak dan retribusi ini. Beberapa pedagang kelima masih
menganggap bahwa membayar pajak itu adalah keindahan walaupun mereka
dibebankan untuk membayar sejumlah uang tapi mereka merasa senang dan
bahagia bahwa mereka merasa memiliki jaminan dan mantap ketika mereka sedang
menjalankan usahanya tanpa mereka takut untuk diusik diusir dianggap sebagai
sampah masyarakat mereka senang melakukan atau melaksanakan aturan yang
telah ditentukan oleh undang-undang terkait dengan penarikan pajak dan retribusi.

Apabila pemerintah tidak mendaftarkan bahwa pedagang kaki lima ini wajib
untuk membayar pajak dan retribusi mereka malah menganggap bahwa mereka
tidak dianggap keberadaannya Dan suatu saat ketika mereka sedang menjalankan
usahanya ada kemungkinan bahwa terjadinya pengusiran terhadap diri mereka yang
dilakukan oleh oknum-oknum satpol PP jadi beberapa dari mereka sangat terbuka
dengan adanya kebijakan pembayaran pajak ini karena itu akan membuat jaminan
mereka terpenuhi di kemudian hari terkait dengan kegiatan usaha yang sedang
mereka jalankan. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih
lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait
dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak
masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa
sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya
penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara
mereka dalam memaknai pajak. Oleh karena itu hasil dari pernyataan ini agar
nantinya parah pedagang kaki lima dapat lebih tahu lebih jauh terkait dengan
pemaknaan pajak bahwa pajak ini sebenarnya merupakan peningkatan devisa
negara serta artinya akan dapat menambah wawasan pedagang kaki lima terkait
dengan retribusi dan juga pajak selain itu agar pemerintah juga dapat
mempertimbangkan kebijakan dengan bijaksana terkait dengan penertiban
perdagangan kaki lima (Wulandari, A. (2021)..

Beberapa kawasan di wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar
untuk dikembangkan beberapa wilayah di Indonesia terdapat beberapa PKL yang
dapat diambil pajak dan retribusi apabila pemerintah melakukan atau memberikan
kebijakan terkait dengan penarikan pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima
padahal ada banyak titik poin pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia dan
hal itu bisa dikembangkan hal itu bisa dibuat aturan yang rapi aturan yang tersusun
aturan yang sesuai dengan bagaimana seharusnya pajak ini menjadi sumber devisa
negara dan seharusnya memang tanpa pandang bulu semua masyarakat yang
berkewajiban itu harus membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki
lima yang sudah sangat saling mendapatkan stigma negatif sebagai kriminal dan
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sebagai sampah masyarakat bahwa sering sekali pedagang kaki lima mengalami
pengusiran ketika mereka sedang menjalankan usahanya tentunya hal ini menjadi
perhatian yang sangat serius bagi pemerintah untuk melirik sektor ini dan untuk
mengembangkan pengaturan yang lebih detail terkait dengan hal ini. Bahwa pada
faktanya beberapa pedagang kaki lima yang ditemui mereka merasa senang dan
mereka merasa bahwa dengan adanya pembayaran pajak maka mereka merasa
aman dan mereka tidak akan takut apabila suatu saat terjadi pengusiran yang
dilakukan oleh pemerintah daerah setempat karena pada dasarnya pajak dan
retribusi ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara karena tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan
juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri baik dari sektor pendidikan ekonomi dan
lain sebagainya hal ini bisa tercapai apabila pengelolaan yang dilakukan dengan
benar dan juga dilakukan dengan baik (Permata, C. (2022).

Akan tetapi memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat terkait dengan
tujuan asli dari penarikan pajak dan retribusi ini tentunya juga merupakan atau
bukan merupakan hal yang mudah perlu adanya peran serta dari berbagai sektor
agar hal ini bisa tercapai pada dasarnya pajak dan retribusi dan income terbesar dari
sebuah negara karena ini merupakan devisa terbesar dari sebuah negara dan
nantinya apabila ini dapat dikelola dengan baik dari berbagai sektor tanpa pandang
bulu jika memang mereka berkewajiban membayar pajak pemerintah membuat
aturan yang detail dan jelas terkait dengan perpajakan terkait dengan penarikan
atribusi dan pajak tersebut maka Indonesia akan jauh lebih sejahtera masyarakat
terpanjang dan bisa sejahtera dengan mengadakan sektor pajak ini (Risnaningsih,
R. (2022).

KESIMPULAN

Terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional dan juga ekspor
kelompok usaha ini memiliki kontribusi yang cukup terlihat dan juga bisa dikatakan
signifikan. Pada dasarnya dari UMKM ini mampu menyerap nilai investasi 52%
dan total kontribusi PDB nya adalah 50% bahkan terkait penyerapan tenaga kerja
mencapai angka 96%. Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima yang
dilakukan oleh negara tersebut jelas bahwa terkait dengan sektor pajak dan retribusi
daerah itu cukup berpengaruh dan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini
merupakan upaya mendidik sektor UMKM terkait eksistensifikasi pajak dan
retribusi karena tahun ke tahun jumlah UMK di Indonesia ini melonjak terlebih lagi
pada porsi perdagangan kaki lima.

Beberapa kawasan di wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar
untuk dikembangkan beberapa wilayah di Indonesia terdapat beberapa PKL yang
dapat diambil pajak dan retribusi apabila pemerintah melakukan atau memberikan
kebijakan terkait dengan penarikan pajak dan retribusi kepada pedagang kaki lima
padahal ada banyak titik poin pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia dan
hal itu bisa dikembangkan hal itu bisa dibuat aturan yang rapi aturan yang tersusun
aturan yang sesuai dengan bagaimana seharusnya pajak ini menjadi sumber devisa
negara dan seharusnya memang tanpa pandang bulu semua masyarakat yang
berkewajiban itu harus membayar pajak tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki
lima yang sudah sangat saling mendapatkan stigma negatif sebagai kriminal dan
sebagai sampah masyarakat bahwa sering sekali pedagang kaki lima mengalami
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pengusiran ketika mereka sedang menjalankan usahanya tentunya hal ini menjadi
perhatian yang sangat serius bagi pemerintah untuk melirik sektor ini dan untuk
mengembangkan pengaturan yang lebih detail terkait dengan hal ini.
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